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ABSTRAK 

Analisis Penerapan E-System Perpajakan pada KPP Pratama Balikpapan 

Barat Selama Masa Pandemi Covid-19 

 

Oleh: 

Alief Raynaldi Muttaqin 

Pembimbing: 

Muhammad Ikbal 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan pemanfaatan E-

System pada KPP Pratama Balikpapan Barat serta respon wajib pajak dalam melihat 

pelaksanaan sistem perpajakan tersebut selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa KPP Pratama Balikpapan Barat mengimplementasikan E-System melalui DJP 

Online dan sistem tersendiri, serta memanfaatkan E-System tersebut dengan menerapkan 

fixed system, menjadikan DJP Online sebagai pusat penyebaran informasi dan 

memanfaatkan berbagai macam dashboard sesuai fungsi. Sedangkan respon wajib pajak 

terhadap pelaksanaan sistem perpajakan selama masa Pandemi Covid-19 sangat 

memuaskan dan terbantu yang dilihat dari berbagai macam Indeks Kepuasan. 

Kata Kunci: E-System, DJP Online, Pandemi Covid-19, KPP Pratama Balikpapan 

Barat 

ABSTRACT 

 This research aims to analyze the implementation and use of the E-System at the 

West Balikpapan KPP Pratama as well as the response of taxpayers in seeing the 

implementation of the tax system during the Covid-19 Pandemic. This research is 

qualitative research with a qualitative descriptive approach using data collection through 

interviews. The research results prove that KPP Pratama West Balikpapan implemented 

an E-System through DJP Online and a separate system, and utilized the E-System by 

implementing a fixed system, making DJP Online a center for information dissemination 

and utilizing various kinds of dashboards according to function. Meanwhile, taxpayers' 

responses to the implementation of the tax system during the Covid-19 pandemic were very 

satisfying and helpful as seen from various Satisfaction Indexes. 

Keywords: E-System, DJP Online, Covid-19 Pandemic, West Balikpapan KPP Pratama 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup menegangkan bagi Indonesia, 

dikarenakan pada awal Februari tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi Covid-19. 

Virus Covid-19 yang berasal dari China dan ditemukan di Wuhan pada bulan 

Desember 2019 akhirnya menginfeksi warga negara Indonesia pada bulan Februari 

tersebut. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk Indonesia bisa beradaptasi 

terhadap perubahan tersebut, perubahan secara besar-besaran yang dirasakan 

masyarakat Indonesia ialah pembatasan aktivitas. Pembatasan aktivitas tersebut 

melibatkan beberapa sektor, seperti: 

1) Sosial 

2) Ekonomi 

3) Pendidikan 

4) Agama 

Pembatasan aktivitas pada bidang sosial membuat masyarakat diharuskan 

untuk membatasi aktivitas di luar rumah, sehingga menghabiskan sebagian besar 

waktu dengan di rumah saja. Tentu saja hal tersebut dilakukan untuk menekan 

penyebaran virus sehingga tidak menambah orang yang terinfeksi Covid-19. 

Namun, masyarakat tidak terbiasa dalam menghadapi perubahan yang terjadi secara 

tiba-tiba. Dibutuhkan kebijakan yang lebih ketat dari pemerintah dalam 

menerapkan  peraturan tersebut.  
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Akan tetapi, sektor yang paling terdampak dan dirasakan oleh masyarakat 

ialah sektor ekonomi. Semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, tidak 

banyak para pekerja yang di PHK oleh perusahaannya tempat bekerja, dan sebagian 

besar pekerja lain terpaksa mengikuti kebijakan WFH (Work From Home) dari 

pemerintah. Selain itu juga, menurut Handoko (2021) setidaknya terdapat 5 (lima) 

dampak besar Covid-19 bagi perekonomian Indonesia, dampak-dampak tersebut 

antara lain: 

1) Menurunnya Daya Beli Masyarakat 

Sebagai akibat dari keberlangsungan kebijakan PPKM yang 

menghambat masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-

harinya. Implikasi dari regulasi PPKM tersebut sangat mempengaruhi 

grafik ekonomi Indonesia. 

2) Menurunnya Tingkat Investasi pada Berbagai Sektor Usaha, 

Hal yang paling dihindari oleh para investor ialah ketidakpastian. 

Ketidakpastian tersebut timbul sebagai akibat dari pandemi Covid-19 

sehingga membuat investor ragu apakah investasi yang akan 

dilakukannya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga 

dari sisi pariwisata dan hiburan juga turut menurun drastis dikarenakan 

semakin berkurangnya masyarakat yang menghabiskan waktunya 

beraktivitas di luar rumah. 

3) Menurunnya Penerimaan Pajak, 

Pembatasan aktivitas masyarakat memaksa pemerintah kembali harus 

mempertimbangkan akan adanya realokasi dan refocusing anggaran atas 
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dasar rendahnya pendapatan yang tidak memenuhi ekspektasi dari 

proyeksi sebelumnya. Selain itu juga, World Bank (2020) 

memperkirakan bahwasannya GDP Indonesia pada tahun 2020 akan 

mencapai titik 0% pertumbuhan, hal tersebut berbanding terbalik 

dengan proyeksi kenaikan pada titik 5,1%. Hal tersebut didukung oleh 

Utomo (2020) pada saat Hari Pajak dimana penerimaan pajak pada 

semester I tahun 2020 hanya mencapai 44,02% dari target yang 

seharusnya dicapai. 

4) Perubahan Pola Bisnis, 

Pembatasan aktivitas masyarakat membuat banyak pengusaha atau 

pebisnis memutar otak memikirkan bagaimana solusi yang terbaik untuk 

bertahan di bawah keterbatasan yang ada, hingga akhirnya sampai pada 

keputusan akan merubah pola bisnis yang sebelumnya konvensional 

beralih menjadi lebih modern. Bisnis yang dituntut untuk mengikuti dan 

beradaptasi terhadap perubahan yang ada, membuat bisnis tersebut bisa 

langsung diterima masyarakat. Faktanya, banyak bisnis online yang 

memanfaatkan aplikasi online shopping dalam menjualkan produknya 

seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Tidak hanya itu, 

bisnis perhotelan dan traveling-pun dituntut untuk semakin 

menggencarkan pemanfaatan aplikasi mereka seperti Traveloka. Hal 

yang semakin memudahkan tersebut cenderung diminati masyarakat di 

bawah berbagai macam keterbatasan selama masa pandemi Covid-19 

yang melanda Indonesia. 
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5) Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi. 

Pandemi Covid-19 yang melanda menuntut masyarakat bisa 

memanfaatkan teknologi di sekitar mereka dalam melakukan berbagai 

aktivitas. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk masyarakat supaya 

dapat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara tiba-

tiba. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) itulah yang menjadi solusi 

di kala kesulitan sehingga masyarakat mampu bertahan terhadap 

berbagai macam kondisi. Adaptasi maupun implementasi menjadi pusat 

pemikiran seluruh pengusaha maupun di kalangan tertentu seperti anak 

muda. 

 Kelima dampak tersebut sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat 

Indonesia. Lebih lanjut lagi, hal tersebut berdampak pada perpajakan di Indonesia, 

dikarenakan sebagian besar pendanaan APBN adalah pajak, yakni sebesar 70%. 

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bergerak cepat untuk 

memaksimalkan penerimaan perpajakan di Indonesia, yaitu salah satunya dengan 

mereformasi peraturan perundang-undangan perpajakan. Kebijakan tersebut yang 

kemudian berlaku hingga sekarang ialah Self Assessment System. Sistem tersebut 

mengharuskan wajib pajak untuk mandiri dalam menghitung, membayar hingga 

melaporkan pajaknya (Tiraada, 2013). Dikarenakan wajib pajak harus melakukan 

kewajiban pajaknya sendiri, hal tersebut harus dibarengi dengan sistem yang 

mumpuni yang memudahkan wajib pajak dalam menuntaskan kewajibannya. Tidak 

seperti zaman dulu di mana semuanya dilakukan dengan harus datang secara 

langsung ke kantor pajaknya, pada era digital saat ini, hal tersebut tidak lagi menjadi 
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keharusan. Hal tersebut kembali mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk 

mereformasi sistem perpajakan yang awalnya konvensional menjadi digital yang 

berbasis aplikasi perpajakan (Suharyono, 2018). 

Reformasi tersebut berupa reformasi perpajakan di mana terdapat 

penyempurnaan akan kebijakan maupun administrasi perpajakan sehingga dapat 

meningkatkan keoptimalan pajak yang dipungut dengan menjunjung tinggi asas 

keadilan serta pelayanan prima kepada wajib pajak (Lingga, 2012). Lebih lanjut 

lagi, dengan berkembangnya Teknologi Informasi (TI) hal tersebut dapat 

memungkinkan pemerintah untuk memudahkan sistem administrasi perpajakan 

dengan keterbatasan wajib pajak akan pengetahuan perpajakan (Mustapha & Obid, 

2015). Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memodernisasi sistem 

administrasi perpajakan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan perpajakan yang lebih efektif dan efisien (Widjaja & Siagian, 2017). 

Tujuan dari pembaharuan e-system perpajakan tersebut antara lain: 

1) Memudahkan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan dalam 

menuntaskan kewajiban perpajakannya, 

2) Meningkatkan pelayanan perpajakan secara lebih efektif dan efisien 

dengan mengurangi penggunaan kertas, sistem yang lebih akurat, serta 

menghemat waktu (Azmi, 2012) 

3) Meningkatkan pendapatan negara khususnya perpajakan serta 

kepatuhan wajib pajak, 

4) Meningkatkan mekanisme kontrol. 
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Reformasi perpajakan tersebut menjadi dasar utama wajib pajak dalam 

menuntaskan kewajiban perpajakannya, terutama selama masa pandemic Covid-19 

di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Balikpapan. Balikpapan sendiri merupakan 

kota besar, namun hanya memiliki 2 KPP Pratama yakni KPP Pratama Balikpapan 

Timur dan KPP Pratama Balikpapan Barat. Mengingat KPP Pratama Balikpapan 

Barat merupakan KPP yang tergolong baru, membuat peneliti semakin tertarik 

mengenai bagaimana pemanfaatan dan implementasi Teknologi Informasi, 

khususnya e-system di kantor pelayanan tersebut. Bagaimana KPP Pratama 

Balikpapan Barat memanfaatkan aplikasi-aplikasi perpajakan maupun aplikasi-

aplikasi lainnya dalam membantu meringankan kegiatan perpajakan ataupun dalam 

hal sosialisasi dan penyuluhan, serta bagaimana KPP Pratama meningkatkan 

kembali motivasi wajib pajak dalam membayar pajaknya khususnya di masa 

pandemi Covid-19.  

Selama masa pandemi hingga seperti sekarang ini yang masih belum bisa 

dapat dipastikan kapan akan berakhirnya, maka dibutuhkannya kerja sama dari 

berbagai pihak baik dari masyarakatnya itu sendiri maupun dari pemerintahnya 

untuk dapat memulihkan perekonomian Indonesia yang sedang krisis saat ini. Dan 

Wajib Pajak (WP) juga harus bisa dalam memanfaatkan segala kemudahan yang 

ada untuk menuntaskan kewajibannya. Wajib Pajak (WP) juga ketika menuntaskan 

kewajibannya harus dengan itikad yang baik tanpa memikirkan timbal baliknya 

berupa imbalan yang akan diterima jika telah membayar pajak. Kesadaran akan 

pentingnya membayar pajak di masa pandemi serta kesadaran untuk tetap taat 



7 
 

 
 

membayar pajak tanpa mengharapkan imbalan dari pemerintahlah yang menjadi 

poin pentingnya. 

Melihat fenomena tersebut akhirnya peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan tersebut dengan judul penelitian “Analisis Penerapan e-System 

Perpajakan pada KPP Pratama Balikpapan Barat Selama Masa Pandemi Covid-19. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif, dikarenkan peneliti ingin mendalami perihal bagaimana KPP Pratama 

Balikpapan Barat beradaptasi akan perkembangan Teknologi Informasi (TI) di era 

digital seperti sekarang ini, khususnya berkaitan dengan e-system perpajakan, serta 

peneliti juga ingin mendalami bagaimana KPP Pratama Balikpapan Barat mampu 

untuk memaksimalkan e-system tersebut sehingga dapat mempermudah Wajib 

Pajak, dan melihat bagaimana respon ataupun tanggapan Wajib Pajak terhadap 

pelaksanaan sistem perpajakan tersebut selama masa pandemi Covid-19. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ingin diketahui dan diteliti lebih dalam lagi oleh 

peneliti antara lain: 

1) Bagaimanakah KPP Pratama Balikpapan Barat mengimplementasikan 

E-System selama masa Pandemi Covid-19? 

2) Bagaimanakah KPP Pratama Balikpapan Barat memanfaatkan E-

System dalam mempermudah Wajib Pajak menuntaskan kewajiban 

perpajakannya selama masa Pandemi Covid-19? 

3) Bagaimanakah respon Wajib Pajak melihat pelaksanaan sistem 

perpajakan tersebut selama masa Pandemi Covid-19?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain: 

1) Untuk menganalisis bagaimana KPP Pratama Balikpapan Barat 

mengimplementasi E-System selama masa pandemi Covid-19. 

2) Untuk menganalisis bagaimana KPP Pratama Balikpapan Barat 

memanfaatkan E-System dalam mempermudah Wajib Pajak 

menuntaskan kewajiban perpajakannya selama masa pandemi Covid-

19. 

4) Untuk menganalisis bagaimana respon wajib pajak melihat pelaksanaan 

sistem perpajakan tersebut selama masa pandemi Covid-19?  

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat dirasakan antara lain: 

1) Diharapkan para pembaca semakin taat dalam membayar pajak 

khususnya secara online, 

2) Diharapkan para pembaca semakin paham akan besarnya dampak 

pandemi Covid-19 terhadap sistem perpajakan di Indonesia, 

3) Diharapkan para pembaca semakin menjadikan Teknologi Informasi 

(TI) sebagai sarana utama dalam memperoleh informasi perpajakan 

maupun menuntaskan kewajiban perpajakan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. E-System Perpajakan 

E-System perpajakan atau yang lebih dikenal sebagai Electronic System 

perpajakan merupakan sistem perpajakan online yang berpusat pada situs 

perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Situs perpajakan 

tersebut merupakan DJP Online yang dapat diakses melalui website 

djponline.pajak.go.id (OnlinePajak). DJP Online sendiri merupakan situs 

perpajakan yang memiliki banyak fitur di dalamnya, dua fitur utama DJP Online 

antara lain: 

1) Pelaporan SPT online (e-Filing), 

2) Pembayaran pajak online (e-Biling) 

2.1.1. Pelaporan SPT Online (e-Filing) 

Salah satu dari dua fitur utama DJP Online yang dapat digunakan wajib 

pajak secara gratis ialah pelaporan SPT online (e-Filing). e-Filing merupakan 

aplikasi perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk dapat melaporkan SPT 

nya secara online dan real-time. SPT yang dapat dilaporkan terdiri dari; SPT PPh 

Pasal 21/26, SPT PPh OP, SPT PPh Pasal 4 Ayat 2, SPT PPN, dan SPT PPh Pasal 

22. Sedangkan ketika wajib pajak ingin melaporkan SPT nya secara offline, maka 

aplikasi yang dapat digunakan yaitu e-Form dengan SPT Tahunan yang dapat 

dilaporkan seperti SPT Tahunan OP 1770 S, SPT Tahunan OP 1770, dan SPT 

Tahunan 1771. 
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2.1.2. Pembayaran Pajak Online (e-Biling) 

Fitur utama kedua dari DJP Online yaitu pembayaran pajak online (e-

Biling). e-Biling merupakan aplikasi yang memungkinkan wajib pajak untuk 

membayar pajak secara online dengan menggunakan kode biling. Kode biling 

sendiri diterbitkan melalui sistem biling untuk menggantikan Surat Setoran Pajak 

(SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Surat Setoran Pengembalian Belanja 

(SSPB). 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori Atribusi 

Terdapat banyak pandangan yang dikemukakan oleh para ahli terkait teori 

atribusi tersebut. Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Robbins dan Judge, 

(2008) teori atribusi berkaitan erat dengan perilaku individu itu sendiri dimana 

perilaku individu tersebut didasari oleh 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal berarti perilaku suatu individu itu berasal dari dalam diri individu 

tersebut yang tidak terpengaruh akan hal-hal yang lainnya. Sedangkan faktor 

eksternal berarti perilaku suatu individu berasal dari luar individu tersebut yang 

dapat terpengaruh oleh hal-hal yang lainnya seperti suatu paksaan ataupun suatu 

kondisi. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jatmiko, (2006) dimana pandangan 

suatu individu akan individu lainnya sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan 

faktor eksternal tersebut. Luthans, (2005) juga mengatakan bahwa alasan suatu 

individu melakukan suatu perilaku baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri 

didasari oleh faktor internal, seperti sifat, sikap, karakter, dan lain sebagainya. Dan 
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juga didasari oleh faktor eksternal seperti tekanan di suatu situasi atau keadaan 

tertentu yang pada akhirnya memaksa perilaku individu tersebut untuk melakukan 

suatu hal. 

Penelitian ini berfokus pada diri individu yakni pada diri wajib pajak itu 

sendiri. Untuk melihat bagaimana wajib pajak itu bertindak di masa pandemi seperti 

sekarang ini, dan untuk melihat bagaimana TI (Teknologi Informasi) dan juga 

pandemi Covid-19 mempengaruhi diri wajib pajak itu sendiri perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut lagi. Dan apakah ada faktor internal yang memang juga 

mempengaruhi wajib pajak itu seperti halnya pengetahuan dasar wajib pajak 

tersebut, dan lain-lain. 

Jika melihat kembali teori atribusi yang mana berdasarkan faktor internal 

dan faktor eksternal suatu individu, maka banyak sekali kemungkinan-

kemungkinan yang memang akan terjadi. Sebagai contoh, jika yang membuat wajib 

pajak tidak membayar pajak itu dikarenakan ketidakpahamannya, maka sudah jelas 

penyebab utamanya ialah pengetahuan dasarnya akan perpajakan masih sangat 

kurang. Pengetahuan dasar perpajakan seperti, perhitungan, pembayaran dan 

pelaporan menjadi ruang lingkup pengetahuan dasar tersebut. Ketidakpahaman 

dapat mempengaruhi kesadaran dan juga kepatuhan wajib pajak tersebut. 

Di sisi lain, masih banyak warga yang memang kurang paham akan  TI 

(Teknologi Informasi). Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin maju zaman maka 

semakin maju juga teknologi-teknologi yang berkembang. Namun, tidak semua 

manusia bisa mengikuti arus perkembangan teknologi tersebut, diperlukan yang 

namanya adaptasi. Umumnya, adaptasi dilakukan secara perlahan-lahan, namun 
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tuntutan pekerjaan dan kewajiban justru harus membuat manusia bisa mengadaptasi 

dirinya sendiri dalam waktu yang cepat. Masih banyak orang dewasa dan orang tua 

yang tidak bisa beradaptasi akan perkembangan teknologi yang pesat. Alhasil, 

ketika di masa pandemi seperti saat ini dan segala sesuatunya dilakukan secara 

online, mereka akan kewalahan. Penggunaan smartphone dan laptop sebagai 

contohnya, perlu dilakukan pengenalan terlebih dahulu kepada mereka, sampai 

akhirnya bisa mengoperasikan alat-alat tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, 

berdasarkan teori atribusi, faktor eksternal yang paling melekat ialah terkait 

penguasaan Teknologi Informasi (TI). 

Namun, jika dilihat lebih dalam lagi, bukan hanya penguasaan TI 

(Teknologi Informasi) saja yang menjadi permasalahannya. Masih banyak warga 

yang berpikiran bahwa membayar pajak secara online terasa lebih menyusahkan 

mereka. Kurangnya kesadaran dalam diri mereka juga dapat dipengaruhi oleh rasa 

malas, rasa acuh, rasa tidak peduli, dan lain sebagainya. 

Oleh karena itulah perlu diteliti lebih lanjut lagi apa sebenarnya yang 

menjadi kendala wajib pajak di masa pandemi ini dalam hal pembayaran pajak 

secara online. Perlu dilakukan penelitian lebih dalam lagi terkait pengalaman-

pengalaman mereka dalam menggunakan TI (Teknologi Informasi) sehingga 

informasi dan data-data yang didapat menjadi semakin pasti dan akurat. Dan apakah 

ada faktor lain di luar faktor internal dan faktor eksternal yang telah dijelaskan pada 

teori atribusi tersebut yang memang mempengaruhi tingkat kesadaran maupun 

kepatuhan wajib pajak. Di masa pandemi seperti sekarang ini, sangat diperlukan 
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kerjasama dari berbagai pihak untuk menuntaskan segala permasalahan ekonomi 

yang ada, khususnya di sektor perpajakan. 

2.2.2. Teori Task Technology Fit (TTF) 

Teori Task Technology Fit (TTF) ini pertama kali diciptakan oleh dua ahli 

yaitu Goodhue dan Thompson pada tahun 1995. Teori ini mengatakan bahwa IT 

(Information Technology) atau biasa dikenal dengan TI (Teknologi Informasi) 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja suatu individu jika kemampuan TI 

tersebut sudah sesuai dengan output yang harus dihasilkan oleh penggunanya 

(Furneaux, 2006). 

Inti dari TTF (Task Technology Fit) yaitu kesesuaian antara kapabilitas TI 

(Teknologi Informasi) dengan kebutuhan penggunanya dalam melakukan 

pekerjaannya. Dengan kata lain, seberapa  besarnya peran TI (Teknologi Informasi) 

tersebut dalam memberikan dukungan terhadap penggunanya (Goodhue dan 

Thompson, 1995 disitasi oleh Dishaw et al., 2002). Model TTF sendiri memiliki 4 

(empat) hal penting yang terkandung di dalamnya, antara lain: 

1) Task Characteristics 

2) Technology Characteristics 

3) Performance 

4) Utilization 

Keempat model TTF (Task Technology Fit) tersebut memposisikan TI 

(Teknologi Informasi) bahwasannya hanya akan digunakan jika fungsi serta 

manfaatnya tersedia untuk membantu aktivitas penggunanya. Lebih lanjut lagi, 
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Goodhue dan Thompson (1995) mengembangkan skala atau ukuran dari tugas TTF 

(Task Technology Fit) ke dalam 8 (delapan) faktor.  

Kedelapan faktor tersebut antara lain: 

1) Quality 

2) Locatability 

3) Authorization 

4) Compatibility 

5) Convenience 

6) Punctuality in Production 

7) System Reliability 

8) Relationship with the Users 

Kedelapan faktor di atas sangat berhubungan satu sama lainnya. Oleh karena 

itu, dalam pengukurannya setiap faktor diukur menggunakan pertanyaan dengan 

kisaran antara 2 hingga 10 pertanyaan dan setiap tanggapannya akan ditetapkan 

pada skala yang dimulai dari angka 7 dengan anggapan sangat tidak setuju hingga 

angka 1 dengan anggapan sangat setuju. Goodhue dan Thompson (1998) 

menemukan bahwa ukutan TTF (Task Technology Fit) tersebut dalam kaitannya 

dengan pemanfaatannya yang mana berfungsi sebagai prediktor dalam hal laporan 

penggunaan peningkatan kinerja serta efektivitas suatu pekerjaan yang disebabkan 

oleh mereka yang menggunakan sistem tersebut. 

Dan korelasinya dengan penelitian ini ialah seberapa penting TI (Teknologi 

Informasi) dalam menunjang wajib pajak ketika membayar pajaknya secara online. 

Dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, sebagian besar aktivitas masyarakat 
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sangat bergantung dengan teknologi, mulai dari pekerjaan, pembelajaran, dan lain 

sebagainya. Sehingga, kesesuaian antara teknologi tersebut dengan penggunanya 

merupakan hal yang sangat penting. Tidak hanya dari sisi alatnya saja, dari sisi 

penggunanya pun juga krusial. Semakin ahli penggunanya dalam memanfaatkan 

teknologi yang ada, maka semakin mudah juga mereka dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Jika wajib pajak sangat paham akan alat-alat yang mereka gunakan, 

maka semakin mudah juga mereka dalam menuntaskan kewajibannya. 

Dalam TTF (Task Technology Fit) terdapat 8 faktor yang sangat 

berpengaruh. Kedelapan faktor tersebut seperti halnya kualitasnya, penempatannya, 

otorisasinya (penguasaan), kesesuaiannya, kenyamanannya, ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan tugasnya, kepercayaan pada sistemnya, serta hubungan dengan 

penggunanya harus ada pada diri wajib pajak ketika melakukan pembayaran pajak 

secara online. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kedelapan faktor tersebut 

sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya, seperti misalnya jika wajib pajak 

menguasai alatnya (smartphone, laptop, dan lain-lain) maka semakin tepat waktu 

juga wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya. 

2.3. Kerangka Pikir 

Wajib pajak tentu harus selalu menuntaskan kewajibannya dalam hal 

perpajakan untuk membantu perekonomian Indonesia yang saat ini sedang terpuruk 

sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Wajib pajak harus selalu melakukan 

perhitungan, penyetoran maupun pembayaran pajak. Lalu terdapat beberapa alasan 

atau faktor yang mendasari wajib pajak tersebut dalam melakukan kewajibannya. 

Berdasarkan teori atribusi, alasan seseorang melakukan suatu tindakan itu karena 



16 
 

 
 

didasari atas 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sama halnya dengan 

wajib pajak, alasan mereka melakukan kewajiban mereka tentu karena didasari oleh 

kedua faktor tersebut. Faktor internal berarti berasal dari dalam dirinya sendiri 

seperti pengetahuan dasar si wajib pajak tersebut terkait pengetahuan perpajakan, 

penguasaannya dalam memanfaatkan teknologi yang ada, serta dapat juga 

dipengaruhi oleh rasa ketidakpedulian, kemalasan, dan lain sebagainya. Sedangkan 

faktor eksternal berasal dari luar dirinya, yang mana akibat dari faktor lingkungan 

seperti TI (Teknologi Informasi) jika dengan berdasarkan teori TTF (Task 

Technology Fit) serta akibat dari pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian di atas, 

maka bagan alur kerangka pikir pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

Sumber: Olahan Data 

Wajib Pajak 

Pengurusan Pajak 

 

Faktor Internal 

 

Faktor Eksternal 

 

1. Pengetahuan dasar pajak 

2. Penguasaan TI 

3. Rasa acuh, dan lain-lain 

 

1. Teknologi Informasi (TI) 

 

2. Pandemi Covid-19 

 

Teori Atribusi Teori TTF 

Kepatuhan Wajib Pajak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode 

penelitian dengan maksud untuk memahami suatu makna yang terkandung di 

dalamnya, sehingga metode ini juga dikenal dengan istilah pendekatan filsafat post 

positivisme. Metode ini biasa digunakan untuk meneliti suatu objek dengan alamiah 

(dengan lawan interaksi penelitinya bersifat sebagai eksperimen). Selain itu, 

peneliti bersifat sebagai instrument kunci dan hasil dari penelitian ini berfokuskan 

pada maknanya ketimbang penggeneralisasiannya. Data yang diperoleh dalam 

penelitian kualitatif juga tidak bersifat numerik (Strauss dan Corbin, 2017), 

melainkan data yang diperoleh merupakan hasil dari pertanyaan mengenai alasan 

seseorang bertindak pada permasalahan yang lebih spesifik. 

3.1.1. Deskriptif Kualitatif 

Peneliti pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

dimana untuk menganalisis suatu fenomena, kejadian ataupun fenomena sosial di 

masyarakat, deskriptif kualitatif cukup umum untuk digunakan dikarenakan jenis 

penelitian tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran jelas 

mengenai fenomena tersebut. Deskriptif kualitatif juga bertujuan untuk mendalami 

dan memberikan klarifikasi mengenai suatu kenyataan sosial. Hal yang sama juga 

dikatakan oleh Saryono (2010) bahwasannya metode penelitian deskriptif kualitatif 

tersebut untuk menganalisis, menemukan, memberikan kejelasan atas suatu 



18 
 

 
 

kekhususan dari suatu fenomena sosial yang mana tidak dapat diukur melalui 

pendekatan kuantitatif. 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Balikpapan Barat yang berada 

di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 889, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan 

Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan Kode Pos 76114. Waktu pelaksanaan 

penelitian tersebut dilakukan pada tanggal 26 Januari 2021, dimana pada tanggal 

tersebut peneliti telah mulai mengobservasi lokasi penelitian serta mengurus surat 

izin penelitian hingga pada tanggal 2 Februari 2022, dimana pada tanggal tersebut 

peneliti telah mulai mengumpulkan data penelitian dengan melaksanakan interview 

dan melakukan beberapa dokumentasi. 

3.3. Informan 

Menurut Moleong (2015: 163), informan suatu penelitian merupakan 

seseorang yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait dengan 

situasi dan kondisi suatu penelitian serta orang tersebut merupakan orang yang 

benar-benar paham mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode 

purposive sampling. Oleh karena itu, peneliti akan mengunjungi KPP Pratama 

Balikpapan Barat, dan dengan menggunakan sistem e-riset peneliti dapat 

memperoleh informan yang telah disediakan oleh KPP Pratama Balikpapan Barat. 

Peneliti menggunakan sistem tersebut karena tentunya akan lebih mudah 

mendapatkan informan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh peneliti. 
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3.4. Sumber Data 

Menurut Suharsimi (2014: 172–173) dalam bukunya yang berjudul 

“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”, sumber data merupakan suatu 

asal muasal atau tempat di mana suatu data dapat diperoleh. Jika seorang peneliti 

menggunakan kuesioner sumber datanya disebut sebagai responden, maka peneliti 

yang mewawancarai seseorang sumber datanya disebut sebagai informan. Jika 

observasi maka sumber datanya bisa berupa suatu objek ataupun prosesnya. 

Sedangkan dokumentasi, maka sumber datanya ialah dokumen-dokumen yang 

dapat berupa laporan keuangan, dan lain-lain. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Sugiyono (2009: 224) mengatakan bahwa metode pengumpulan data 

merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam penelitian, dikarenakan inti 

sari dari suatu peneilitian ialah mendapatkan data. Lebih lanjut lagi, Sugiyono 

(2009: 225) juga mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan 

datanya dilakukan secara alami, menggunakan jenis sumber data primer serta lebih 

berorientasi pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun, karena 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan berdasarkan 

permasalahan atau topik yang diangkat peneliti sebagian besar berfokus pada 

pengalaman-pengalaman pribadi wajib pajak itu sendiri, maka metode 

pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti ialah wawancara. 
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3.5.1. Wawancara 

Menurut Riyanto (2010: 82), wawancara merupakan salah satu metode 

pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau berinteraksi secara langsung 

kepada subjeknya. Berdasarkan pengertian tersebut maka wawancara merupakan 

salah satu metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara empat mata 

kepada subjeknya.  

3.6. Alat Analisis 

Sama halnya dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif pun perlu 

dilakukan analisis data. Namun, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang 

menghasilkan data numerik, data yang dihasilkan penelitian kualitatif cenderung 

lebih subyektif, sehingga perlu mengolah data yang dihasilkan dengan teknik-

teknik tertentu. Umumnya, alat analisis sendiri terdapat beberapa model yang 

berdasarkan para ahli seperti: 

1) Teknik Analisis Data Model Miles dan Huberman (1992) 

2) Teknik Analisis Data Model Spradley (1979) 

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model 

Miles dan Huberman dikarenakan teknik analisis tersebut paling umum untuk 

digunakan pada penelitian kualitatif. Pada teknik analisis data model Miles dan 

Huberman sendiri terdiri dari 4 (empat) tahapan: 

1) Pengumpulan Data; 

2) Reduksi Data; 

3) Penyajian Data; dan 

4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
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Dimana korelasi antar keempat tahapan di atas dapat ditunjukkan pada diagram 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman 

Sumber: TambahPinter.com, 2020 

 

Menurut Miles dan Huber (1992), keempat tahapan tersebut harus dilakukan oleh 

seorang peneliti yang mana: 

1) Pengumpulan Data 

Data-data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi 

ataupun dokumentasi, dicatat ke dalam sebuah catatan yang terdiri dari 

catatan deskriptif maupun reflektif. Catatan deskriptif berisi tentang 

bagaimana peneliti melihat, mendengar, ataupun menyaksikan fenomena 

yang dialami tanpa adanya campur tangan peneliti di dalamnya. Sedangkan 

catatan reflektif berisi tentang bagaimana peneliti memberikan kesan, 

komentar ataupun pendapat terhadap fenomena yang dialaminya. Pada 

penelitian ini, peneliti memperoleh data berasal dari wawancara dengan 

informan beserta dokumentasi-dokumentasi yang mendukung hasil dari 

wawancara tersebut. Dokumentasi tersebut bisa berasal dari berbagai 

postingan Instagram, situs web online yang resmi, dan lain-lain. 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi 

Data 

Penyajian 

Data 

Verifikasi/Penarikan 

Kesimpulan 
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2) Reduksi Data 

Data-data yang telah diperoleh sebelumnya akan diseleksi/direduksi yang 

mana hanya data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian saja yang 

akan digunakan, sedangkan yang tidak berkaitan akan dibuang. Hal ini 

dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam menarik kesimpulan nantinya. 

Reduksi data tersebut akan peneliti lakukan melalui berbagai macam 

pengkodean yang disajikan melalui tabel. 

3) Penyajian Data 

Data-data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata, grafik 

ataupun tabel dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam menguasai 

data yang telah diperoleh sebelumnya. 

4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Setelah data-data yang diperoleh sebelumnya direduksi, dan disajikan ke 

dalam bentuk kata-kata, grafik ataupun tabel, maka langkah selanjutnya 

yang peneliti harus lakukan ialah menarik kesimpulan sementara, dan jika 

pada akhirnya data-data tersebut telah sepenuhnya lengkap, maka barulah 

dapat diambil kesimpulan akhir. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Analisis 

4.1.1 Implementasi E-System Perpajakan 

 Setelah melakukan beberapa kali melakukan kunjungan kepada KPP 

Pratama Balikpapan Barat dan melakukan interview, terdapat beberapa hal yang 

telah difokuskan pada E-System itu sendiri, antara lain: 

1) DJP Online 

DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Online merupakan pilar utama dalam 

pelaksanaan E-System. DJP Online menjadi pusat dari segala aktivitas 

perpajakan. Berikut beberapa alasan utama beserta pernyataan 

pendukung dari para informan: 

Tabel 4.1. DJP Online sebagai Pilar Utama 

Sumber: Olahan Data Pribadi 

Hasil Temuan Pernyataan 

DJP Online merupakan aplikasi 

yang telah terintegrasi 

“Jadi sistem itu berbasis website 

dimasukan di sistem di manapun 

kita berada, di manapun kita 

terdaftar, otomatis dia akan 

terlapor ke KPP di mana kita 

terdaftar.” 

(Bpk. Akhmad Fauzan) 
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DJP Online dapat diakses di 

manapun dan kapanpun selama 

terhubung ke Internet 

“Meskipun saya berada di 

Balikpapan atau berada di 

Samarinda, tetapi dengan 

menggunakan sistem itu saya bisa 

melaporkan pajak saya di 

manapun saya berada tidak perlu 

datang ke kantornya. Kemudian 

yang kedua, saya bisa 

melaporkan kapan saja selama 24 

jam sepanjang bisa diakses oleh 

internet.” 

(Bpk. Akhmad Fauzan) 

Proses cepat 

“Nah kalau sekarang, karna 

menggunakan sistem elektronik, 

kita tidak perlu menunggu dan 

mengantri, cukup 5 menit saja 

langsung dilaporkan langsung 

kita cek di kantor pajak.” 

(Bpk. Alvin) 

Berdasarkan hal-hal itulah DJP Online menjadi pusat dari E-System 

perpajakan, namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya DJP Online 

juga memiliki kekurangan-kekurangan sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. Kekurangan DJP Online 

Sumber: Olahan Data Pribadi 

Hasil Temuan Pernyataan 

Server Lagging/Server Down 

“Ketika mau mendekati jatuh 

tempo pelaporan perpajakan, itu 

kadang-kadang jaringan lagi 

penuh-penuhnya itu kadang-

kadang susah terkirim 

laporannya.” 

(Bpk. Akhmad Fauzan) 

Tidak adanya fitur perhitungan 

pajak 

DJP Online itu fokusnya hanya 

untuk pelaporan PPN dan PPh, 

sedangkan kita juga 

membutuhkan cara untuk 

perhitungannya, nah cara 

perhitungannya itu DJP tidak 

menyiapkan kita mencari sistem 

sendiri. 

(Bpk. Alvin) 

Hal-hal di atas merupakan kekurangan-kekurangan dari DJP Online 

yang menjadi dasar pertimbangan bahwasannya DJP Online masih 

banyak yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lagi. Server 

Lagging/Server Down perlu diatasi bagaimana cara agar ketika wajib 

pajak akan melaporkan pajak, bisa menyelesaikannya dengan cepat. 
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Begitu juga dengan fitur perhitungan pajak, agar lebih memudahkan 

petugas pajak dalam menentukan kebenaran data dari para wajib pajak, 

maka perlu ditambahkan fitur perhitungan pajak. 

2) E-System Tersendiri 

Jika DJP Online merupakan aplikasi yang dikhususkan bagi para wajib 

pajak, maka terdapat e-system tersendiri yang memang dikhususkan 

hanya untuk para petugas pajak, berikut penjelasannya: 

Tabel 4.3. E-System Tersendiri 

Sumber: Olahan Data Pribadi 

Hasil Temuan Pernyataan 

Berfungsi untuk mengecek 

keabsahan laporan wajib pajak 

“Jadi ada sistem lain yang 

digunakan pegawai petugas untuk 

mengetahui untuk membuka 

laporan wajib pajak. Jadi di 

sistem itu kita mengetahui 

laporan yang sudah disampaikan 

oleh wajib pajak melalui DJP 

Online tadi. Nah kemudian kita 

mempunyai sistem tersendiri 

yang bisa diakses oleh pegawai. 

Nah itu kita menarik data yang 

dilaporkan kemudian data-data 

itu kita hitung kembali apakah 
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pelaporan itu sudah benar atau 

tidak.” 

(Bpk. Akhmad Fauzan) 

Berfungsi untuk menghitung 

pajak 

“DJP Online itu fokusnya hanya 

untuk pelaporan PPN dan PPh, 

sedangkan kita juga 

membutuhkan cara untuk 

perhitungannya, nah cara 

perhitungannya itu DJP tidak 

menyiapkan kita mencari sistem 

sendiri.” 

(Bpk. Alvin) 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka telah jelaslah bahwasannya 

terdapat E-System tersendiri di luar DJP Online, E-System tersebut 

dikhususkan bagi para pegawai yang berfungsi untuk mengecek 

keabsahan data serta perhitungan pajak. 

4.1.2. Pemanfaatan E-System Perpajakan  

Jika pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana E-System menjadi 

roda penggerak dalam aktivitas perpajakan beserta alasan-alasan yang didukung 

dengan pernyataan dari para informan, maka pada subbab ini akan dijelaskan 

bagaimana implementasi dari E-System tersebut, bagaimana E-System tersebut 

berjalan sebagaimana harusnya. 
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1) Fixed System 

Tabel 4.4. Fixed System 

Sumber: Olahan Data Pribadi 

Hasil Temuan Pernyataan 

Tidak bisa kembali ke sistem 

sebelumnya. 

“Saya selaku wajib pajak ketika 

sudah menggunakan, pertama kali 

menggunakan melaporkan pajak 

menggunakan e-system kita tidak 

bisa lagi beralih ke manual, jadi 

harus e-system terus.” 

(Bpk. Akhmad Fauzan) 

Walaupun wajib pajak tetap bisa melakukan kunjungan ke kantor pajak 

secara offline untuk melakukan beberapa pelayanan pajak, namun wajib 

pajak tetap tidak dapat kembali ke sistem manual. 

2) Memperbarui Informasi Perpajakan 

Tabel 4.5. Memberikan Informasi Perpajakan 

Sumber: Olahan Data Pribadi 

Hasil Temuan Pernyataan 

Memanfaatkan DJP Online 

dengan selalu memberikan info 

terbaru seputar perpajakan 

“Jadi di sistem itu baik DJP 

Online maupun website pajak 

semua informasi terkait 

peraturan perundang-undangan, 

kemudian terkait kebijakan-

kebijakan perpajakan itu selalu di 

upload di website pajak, salah 
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satunya di DJP Online. Nah 

begitu juga dengan informasi-

informasi terkait layanan itu juga 

selalu update ada di website 

pajak. Layanannya segala macam 

itu semuanya ada di website 

pajak, salah satunya di DJP 

Online.” 

(Bpk. Akhmad Fauzan) 

3) Memanfaatkan berbagai macam Dashboard 

Tabel 4.6. Dashboard E-System Perpajakan 

Sumber: Olahan Data Pribadi 

Hasil Temuan Pernyataan 

DJP Online sebagai pelaporan 

dan pembayaran PPh, sedangkan 

web e-faktur sebagai pelaporan 

PPN 

“Di online itu ada 2 metode 

pelaporan, pertama pelaporan 

mengenai PPN, kedua pelaporan 

mengenai PPh. Kalau mengenai 

PPh, itu kita laporin di DJP 

Online. Tapi kalau pelaporan 

PPN, itu kita melaporkannya di 

web e-faktur. Oke terus ada 

metode pembayaran ya, kita 

menggunakan DJP Online.” 

(Bpk. Alvin) 
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Berdasarkan ketiga hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi dari E-System itu sendiri ialah dengan membuat fixed 

system di mana wajib pajak tidak dapat beralih ke sistem manual, lalu 

yang kedua adalah dengan selalu memperbarui informasi perpajakan 

dengan meng-upload di website ataupun DJP Online sehingga wajib 

pajak tidak ketinggalan informasi, dan yang terakhir adalah dengan 

memanfaatkan berbagai macam dashboard untuk macam-macam 

keperluan seperti DJP Online untuk PPh dan e-Faktur untuk PPN. 

 

4.1.3. Data Pribadi Informan Beserta Pertanyaan Wawancara 

 Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan 2 (dua) informan, berikut 

data pribadi dari kedua informan tersebut: 

Tabel 4.7. Data Pribadi Informan 

Sumber: Olahan Data Pribadi 

Nama Bpk. Akhmad Fauzan Bpk. Alvin 

Tempat Bekerja KPP Madya Balikpapan Kantor Tax Lawyer 

Jabatan Account Representative 

Konsultan Hukum 

Pengadilan Pajak 

 

 Wawancara dilakukan secara online melalui Voice Calls WhatsApp pada 

hari Sabtu, 30 September 2023 pukul 12.48 WITA yaitu informan pertama dan 

pukul 16.26 WITA informan kedua. Wawancara dilakukan secara online 

dikarenakan beberapa keterbatasan berikut: 

 



31 
 

 
 

1) Keterbatasan waktu, karena dilakukan di pengujung minggu, waktu luang 

yang dimiliki para informan juga sangat terbatas. Jika dilakukan pada awal 

minggu maka akan sulit untuk dihubungi dikarenakan kesibukan pekerjaan 

masing-masing informan. Di sisi lain, peneliti sedang membutuhkan data 

secepatnya, sehingga hari Sabtu merupakan waktu yang cocok untuk 

pengambilan data. 

2) Keterbatasan tempat, kedua informan berada di Balikpapan sedangkan 

peneliti sedang berada di Samarinda. 

Berikut pertanyaan wawancara yang ditanyakan kepada kedua informan tersebut: 

Tabel 4.8. Pertanyaan Wawancara 

Sumber: Olahan Data Pribadi 

No. Pertanyaan 

1. 

Apakah Bapak pernah melaporkan pajak di KPP Pratama Balikpapan 

Barat? Jika iya, menurut Bapak bagaimana KPP Pratama Balikpapan 

Barat memanfaatkan e-system dalam sistem perpajakannya? 

2. 

Apakah dalam pekerjaan sehari-hari Bapak sering untuk menghitung 

ataupun melaporkan pajak? Di mana dan dengan apa biasanya Bapak 

melakukan aktivitas pajak tersebut? 

3. 

Apakah E-System yang ada pada KPP Pratama Balikpapan tersebut 

sangat memudahkan Bapak dalam menuntaskan kewajiban perpajakan? 

Bisa tolong diceritakan pak hal apa saja yang memudahkan Bapak. 

4. 

Selama masa Pandemi Covid-19, seluruh aktivitas sangat terbatas. Ketika 

masa Pandemi Covid-19, apakah Bapak melaporkan pajak memanfaatkan 

E-System yang ada? 
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5. 

Bagaimana dengan kebutuhan akan informasi perpajakan, selama masa 

Pandemi Covid-19, apakah E-System yang ada juga memudahkan Bapak 

dalam mendapatkan informasi perpajakan? 

6. 

Secara keseluruhan, apakah menurut Bapak E-System perpajakan saat ini 

sangat membantu Masyarakat, termasuk Bapak sendiri dalam 

menuntaskan kewajiban perpajakan? Baik pada saat Pandemi Covid-19 

maupun pasca Pandemi Covid-19. 

7. 

Menurut Bapak, apakah ada hal-hal yang perlu diubah atau diperbaiki 

dari E-System perpajakan saat ini? 

 

4.1.4 Respon Netizen (Wajib Pajak) terhadap Sistem Perpajakan 

 Berbagai macam perubahan yang terjadi pada sistem perpajakan semenjak 

Indonesia dilanda Pandemi Covid-19, untuk mengetahui bagaimana respon atau 

tanggapan dari para wajib pajak maka perlu diketahui bagaimana tingkat kepuasan 

pelayanan serta bagaimana efektivitas kehumasan, yang dilakukan melalui survey 

oleh PT Marketing Sentratama Indonesia (Frontier) pada tahun 2022 dengan 

mengambil survey selama 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 hingga tahun 2022. 

Survey tersebut dilakukan juga sebagai upaya DJP dalam meningkatkan tingkat 

kepercayaan masyarakat dan kepuasan dari penggunaan layanan. Berikut hasil 

survey selama 5 (lima) tahun tersebut: 

Tabel 4.9. Target Sample Survey 

Sumber: Instagram KPP Pratama Balikpapan Barat 

Target Sample 

35.643 Responden 
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Orang Pribadi 

16.822 

Badan Usaha 

14.278 

Badan Cabang 

3.463 

Bendahara 

1.080 

Berdasarkan 35.643 responden tersebut lebih lanjut lagi dilakukan survey 

mengenai tingkat kepuasan dan efektivitas pelayanan yang disajikan melalui indeks 

seperti berikut: 

Tabel 4.10. Indeks Kepuasan Pelayanan 

Sumber: Instagram KPP Pratama Balikpapan Barat 

Indeks Kepuasan Pelayanan 

Skor: 3,60/4,00 → 89,98% 

Tatap Muka 

3,71/4,00 → 92,67% 

Aplikasi Online 

3,59/4,00 → 89,64% 

Saluran Lain 

3,51/4,00 → 87,68% 

Indeks Kepuasan Pelayanan Periode 2018 s.d. 2022 

2018 

3,41 

2019 

3,42 

2020 

3,40 

2021 

3,41 

2022 

3,60 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, indeks kepuasan pelayanan berdasarkan 

seluruh akumulasi antara layanan tatap muka, aplikasi online dan juga saluran lain 

diperoleh skor 3,60 dari 4,00 yang mana jika diubah ke dalam bentuk persen yakni 

89,98%, dapat disimpulkan bahwa para wajib pajak telah cukup puas akan seluruh 

pelayanan yang disediakan. 

Lebih lanjut lagi, berkaitan dengan efektivitas penyuluhan serta kehumasan 

dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.11. Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 

Sumber: Instagram KPP Pratama Balikpapan Barat 

Indeks Efektivitas Penyuluhan 

Skor: 91,15% 
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Penyuluhan Tatap Muka 

92,73% 

Penyuluhan Online 

89,65% 

Indeks Efektivitas Kehumasan 

Skor: 88,84% 

Publikasi Informasi Perpajakan 

90,68% 

Saluran Komunikasi 

86,65% 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan 

berdasarkan seluruh akumulasi antara penyuluhan tatap muka, penyuluhan online 

serta publikasi informasi perpajakan, saluran komunikasi diperoleh skor  secara 

berurutan yakni 91,15% dan 88,84% dapat disimpulkan bahwa para wajib pajak 

telah cukup puas akan seluruh penyuluhan dan publikasi informasi yang ada. 

Sehingga berdasarkan seluruh indeks di atas, yakni Indeks Kepuasan 

Pelayanan, Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Indeks Efektivitas Kehumasan, dan 

berdasarkan seluruh 35.643 responden yang ada menyatakan bahwa Wajib Pajak 

“Sangat Puas” dengan layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Payak (DJP) 

khususnya selama 5 (tahun) terakhir yakni dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yang 

lalu. 

 

4.1.5 Kondisi Ideal yang Diharapkan Peneliti 

Peneliti berharap ketika permohonan telah diterima, dari pihak KPP Pratama 

Balikpapan Barat sekiranya dapat mengirimkan informasi mengenai data pribadi 

informan terlebih dahulu, seperti nama, pekerjaan, pendidikan terakhir beserta 

dengan nomor pribadinya seperti WhatsApp dengan tujuan untuk memudahkan 



35 
 

 
 

peneliti dalam memasukkan datanya ke dalam penelitian. Selain itu, peneliti 

berharap pihak KPP Pratama dapat memberikan informan yang sesuai dengan fokus 

penelitian peneliti. 

Selain itu juga, ketika peneliti telah datang ke kantor yaitu KPP Pratama 

Balikpapan Barat, peneliti berharap diberikan kejelasan akan kapan waktu untuk 

wawancaranya dapat dimulai. Jikalau informan yang bersangkutan tidak dapat 

hadir dan harus diwakilkan, sebaiknya peneliti diinformasikan terlebih dahulu agar 

tidak terjadi miscommunication.  

 

4.1.6.  Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan penelitian yang peneliti temui antara lain sebagai berikut: 

1) Keterbatasan informan, pada awal penelitian, peneliti diharuskan untuk 

mengajukan surat izin penelitian yang dilakukan melalui website 

eriset.pajak.go.id. Namun setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti 

hanya diinformasikan mengenai jangka waktu surat izin penelitian yang 

selama 6 bulan beserta syarat dan ketentuannya, dan yang kedua yaitu 

jumlah informan. Berkaitan dengan informan, peneliti tidak 

mendapatkan info yang jelas mengenai data pribadi informan dan 

bagaimana cara untuk menghubunginya. Sehingga ketika datang, 

informan yang sudah ditetapkan tidak bisa datang dan digantikan 

dengan yang lain, alhasil data peneliti tidak relevan dengan rumusan 

masalah pada Bab 1 sehingga peneliti harus mencari informan lainnya 

yang lebih sesuai dengan fokus penelitian. 
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2) Keterbatasan waktu, seperti yang telah dijelaskan pada poin 

sebelumnya, jangka waktu izin penelitian hanyalah 6 bulan dan hanya 

bisa diperpanjang sebelum jangka waktu tersebut habis. Sehingga 

peneliti harus segera menyelesaikan penelitiannya dalam jangka waktu 

tersebut, dan ketika terdapat ketidaksesuaian antara informan dengan 

fokus penelitian, maka peneliti harus mencari informan secara mandiri. 

 

4.2. Pembahasan 

 Berikut pernyataan dari tiap informan beserta tema dan kesimpulan 

sementara (verifikasi): 

Tabel 4.12. Analisis Wawancara dengan Bapak Akhmad Fauzan 

Sumber: Olahan Data Pribadi 

No. Pernyataan Tema Verifikasi 

1. 

Di Kalimantan Timur ini, ada 

Kantor Wilayah, ada KPP 

Madya, dan ada KPP Pratama. 

Nah saat ini saya di Madya, 

Madya ini hanya ada satu di 

Balikpapan dan Wajib Pajak itu 

seluruh luas, seluruh wilayah 

Kalimantan Timur dan Utara. 

Kalau yang Pratama Wajib 

Pajaknya hanya di kota, nah kalo 

Madya seluruh provinsi. Jadi 

Macam-Macam 

Kantor Pajak di 

Kalimantan 

Timur 

Ruang Lingkup 

Kantor Pajak 
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Wajib Pajak yang ada di masing-

masing kabupaten kota itu 

dikumpulin di Madya. Atau 

kalau kamu Pratamanya di 

Samarinda misalnya, ada 2 

Pratama Hulu dan Hilir jadi 

mereka masing-masing per 

kecamatan. Jadi di Samarinda itu 

ada 6 Kecamatan misalnya, 

dibagi 3-3 nah gitu. Sedangkan 

Madya ini, di masing-masing 

Pratama sini kita ambilin. 

2. 

Iya betul, jadi saya pernah 

melaporkan pajak saya dengan 

menggunakan e-system. Kalau 

tidak salah saya sudah 

menggunakan itu sejak tahun 

2004-an ya saya menggunakan e-

system. Saya selaku wajib pajak 

ketika sudah menggunakan, 

pertama kali menggunakan 

melaporkan pajak menggunakan 

e-system kita tidak bisa lagi 

Berpusat pada E-

System 

Kemudahan akses 

dan pelaporan 

pajak 

(Teori TTF) 

Berorientasi pada 

faktor 

Locatability, 

Compatibility dan 

Convenience 
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beralih ke manual, jadi harus e-

system terus. Nah begitu juga 

dalam menghitungnya jadi 

langsung di sistem itu. 

Melaporkannya, menghitungnya 

segala macamnya di sistem itu. 

Jadi sistem itu berbasis website 

dimasukan di sistem di manapun 

kita berada, di manapun kita 

terdaftar, otomatis dia akan 

terlapor ke KPP di mana kita 

terdaftar. Misalnya saya berada 

di Samarinda, sedangkan saya 

terdaftar di Balikpapan, ketika 

saya membuka sistem itu 

otomatis laporan saya akan 

masuk di KPP Balikpapan 

meskipun saya berada di 

Samarinda. 

3. 

Nah jadi kalau pertanyaan kedua 

ini menurut saya itu kaitannya 

hubungan saya sebagai petugas 

pajak, nah kalau sebagai petugas 

Sistem tersendiri 

khusus pegawai 

(Teori TTF) 

Berorientasi pada 

faktor 

Authorization, 

Compatibility dan 
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pajak kita menggunakan sistem 

lain, bukan DJP Online. Jadi ada 

sistem lain yang digunakan 

pegawai petugas untuk 

mengetahui untuk membuka 

laporan wajib pajak. Jadi di 

sistem itu kita mengetahui 

laporan yang sudah disampaikan 

oleh wajib pajak melalui DJP 

Online tadi. Nah kemudian kita 

mempunyai sistem tersendiri 

yang bisa diakses oleh pegawai. 

Nah itu kita menarik data yang 

dilaporkan kemudian data-data 

itu kita hitung kembali apakah 

pelaporan itu sudah benar atau 

tidak. 

Relationship with 

the Users 

4. 

Jadi selama Pandemi Covid 

kemaren kan kita tidak boleh 

datang ke kantor, secara bertahap 

pertama tidak boleh kemudian 

boleh. Jadi otomatis kita kemaren 

mengerjakan sesuatunya di 

Kemudahan E-

System 

(Teori TTF) 

Berorientasi pada 

faktor 

Convenience 
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rumah, dilakukan di rumah, 

begitu pula wajib pajak. Kita 

selaku wajib pajak tidak 

diperkenankan untuk datang 

langsung ke kantor pajak, semua 

pelayanan dilakukan melalui e-

system. Jadi sangat memudahkan 

sekali. Jadi meskipun terjadi 

Pandemi, bisa berjalan 

sebagaimana mestinya karena 

semua sudah didukung oleh 

sistem. Jadi kalo memang 

jaringan lagi down, itu memang 

kita gak bisa ngapa-ngapain. 

5. 

Iya sangat. Jadi di sistem itu baik 

DJP Online maupun website 

pajak semua informasi terkait 

peraturan perundang-undangan, 

kemudian terkait kebijakan-

kebijakan perpajakan itu selalu di 

upload di website pajak, salah 

satunya di DJP Online. Jadi wajib 

pajak atau Masyarakat bisa 

Memanfaatkan 

DJP Online 

sebagai media 

penyebaran 

informasi terbaru 

secara berkala 

(Teori TTF) 

Berorientasi pada 

faktor Punctuality 

in Production dan 

System Reliability 
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secara langsung akses website 

pajak. Sehingga semua informasi 

yang ada itu dapat segera 

diketahui oleh Masyarakat. 

Sangat membantu sekali. Iya 

update, informasi selalu update 

setiap ada peraturan terbaru itu 

selalu di upload di website pajak. 

Nah begitu juga dengan 

informasi-informasi terkait 

layanan itu juga selalu update ada 

di website pajak. Layanannya 

segala macam itu semuanya ada 

di website pajak, salah satunya di 

DJP Online. 

6. Iya sangat membantu. 

Meringankan 

kegiatan wajib 

pajak 

(Teori TTF) 

Berorientasi pada 

faktor 

Convenience 

7. 

Seiring dengan berjalannya 

waktu, mungkin masih terdapat 

kekurangan-kekurangan, salah 

satunya adalah ketika mau 

Kekurangan E-

System 

(Teori TTF) 

Berorientasi pada 

faktor Quality dan 

System Reliability 
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mendekati jatuh tempo pelaporan 

perpajakan, itu kadang-kadang 

jaringan lagi penuh-penuhnya itu 

kadang-kadang susah terkirim 

laporannya. Sehingga perlu 

diperbesar debitnya atau apanya 

gitu ya sehingga Masyarakat itu 

lebih cepat untuk dapat 

mengirimkan laporannya pada 

waktu-waktu tertentu mendekati 

batas akhir itu biasanya agak 

susah masuk laporannya. 

Dari analisis data transkrip wawancara dengan Bapak Akhmad Fauzan 

selaku Account Representative, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya dalam 

wawancara tersebut peneliti berhasil mencapai fokus permasalahan pada penelitian 

yang sedang dilakukan, yaitu implementasi E-System serta bagaimana E-System 

tersebut dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan para wajib 

pajak maupun petugas pajak. Hal tersebut juga telah dikaitkan dengan Teori Task 

Technology Fit (TTF) yang peneliti gunakan pada penelitian ini. 
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Tabel 4.13. Analisis Wawancara dengan Bapak Alvin 

Sumber: Olahan Data Pribadi 

No. Pernyataan Tema Verifikasi 

1. 

Oh baik. Pertama ya kalo terkait 

pelaporan, saya pernah 

melaporkan pelaporan 

perpajakan. Nah pelaporan 

perpajakan kalau ditanya 

sekarang ya pelaporannya online. 

Oke online, di online itu ada 2 

metode pelaporan, pertama 

pelaporan mengenai PPN, kedua 

pelaporan mengenai PPh. Kalau 

mengenai PPh, itu kita laporin di 

DJP Online. Tapi kalau 

pelaporan PPN, itu kita 

melaporkannya di web e-faktur. 

Jadi dashboard nya berbeda ya 

bre ya. Oke terus ada metode 

pembayaran ya, kita 

menggunakan DJP Online. 

Keandalan E-

System 

(Teori TTF) 

Berorientasi pada 

faktor Quality dan 

Punctuality in 

Production 

2. 

Tergantung bre, ini kaitannya 

tentang pajak kalau kita lapor ke 

pajak ya memang DJP Online, 

Sistem Tersendiri 

Khusus dan 

Berorientasi pada 

faktor 

Authorization, 
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tapi kalau untuk perhitungan 

keuangan kita menggunakan 

sistem tersendiri bre, karna di 

DJP Online itu fokusnya hanya 

untuk pelaporan PPN dan PPh, 

sedangkan kita juga 

membutuhkan cara untuk 

perhitungannya, nah cara 

perhitungannya itu DJP tidak 

menyiapkan kita mencari sistem 

sendiri. 

Kekurangan E-

System 

(Teori TTF) 

Compatibility dan 

Relationship with 

the Users serta 

faktor Quality 

3. 

Kalau untuk tahun ini 

dibandingkan tahun sebelumnya 

ya sangat membantu, kenapa 

saya bilang sangat membantu 

karna kalau di tahun sebelumnya 

kita pelaporannya manual. Harus 

antri harus menunggu dan butuh 

waktu 1 hari itu habis waktunya 

hanya untuk antri. Nah kalau 

sekarang, karna menggunakan 

sistem elektronik, kita tidak perlu 

menunggu dan mengantri, cukup 

Kemudahan E-

System yang 

sangat Membantu 

(Teori TTF) 

Berorientasi pada 

faktor 

Convenience 
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5 menit saja langsung dilaporkan 

langsung kita cek di kantor pajak. 

4. 

Oh kalau seingat saya bre ya, 

pelaporan secara elektronik ini 

dilakukan dan diterapkan 

sebelum pandemi covid dimulai. 

Jadi sudah ada elektronik bre. 

Adapun yang pertemuan 

langsung ke kantor pajak yang 

terkait tentang sengketa 

perpajakan, kantor ketemu tuh itu 

pun harus dibatasi oleh kaca, 

sekarang sudah normal kembali. 

Penerapan E-

System dari 

Sebelum Pandemi 

Covid-19 

(Teori Atribusi) 

Berorientasi pada 

faktor eksternal 

individu 

5. Sangat memudahkan. 

Meringankan 

kegiatan wajib 

pajak 

(Teori TTF) 

Berorientasi pada 

faktor 

Convenience 

6. Sangat membantu bre. 

Meringankan 

kegiatan wajib 

pajak 

(Teori TTF) 

Berorientasi pada 

faktor 

Convenience 
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7. 

Sebenarnya sih sosialisasi aja 

kepada seluruh pemangku, 

pemerintah terkait regulasi 

perpajakan untuk dapat 

memberikan edukasi yang layak 

kepada wajib pajak agar tidak 

terdapat sengketa perpajakan. 

Sengketa perpajakan itu terjadi 

karna ketidaktahuan wajib pajak 

terhadap kewajiban dan hak 

mereka sebagai wajib pajak. 

Sosialisasi Pajak 

(Teori Atribusi) 

Berorientasi pada 

fakor internal 

individu 

Dari analisis data transkrip wawancara dengan Bapak Alvin selaku 

Konsultan Hukum Pengadilan Pajak, peneliti juga dapat menyimpulkan 

bahwasannya dalam wawancara tersebut peneliti berhasil mencapai fokus 

permasalahan pada penelitian yang sedang dilakukan, yaitu implementasi E-System 

serta bagaimana E-System tersebut dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat 

memudahkan para wajib pajak maupun petugas pajak. Hal tersebut juga telah 

dikaitkan dengan Teori Task Technology Fit (TTF) serta Teori Atribusi yang 

peneliti gunakan pada penelitian ini. 

4.2.2. Kesimpulan Sementara 

Berdasarkan seluruh hasil analasis dan pembahasan di atas, maka 

kesimpulan sementara yang dapat dijabarkan melalui tabel berikut: 
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Tabel 4.14. Kesimpulan Sementara 

Sumber: Olahan Data Pribadi 

No. Pertanyaan Penelitian Kesimpulan Sementara 

1. 

Bagaimanakah KPP Pratama 

Balikpapan Barat 

mengimplementasikan E-System? 

E-System KPP Pratama 

Balikpapan berpusat pada dua 

sisem, antara lain DJP Online 

yang dikhususkan bagi Wajib 

Pajak dan sistem tersendiri yang 

dikhususkan bagi petugas pajak. 

2. 

Bagaimanakah KPP Pratama 

Balikpapan Barat memanfaatkan E-

System dalam mempermudah Wajib 

Pajak menuntaskan kewajiban 

perpajakannya? 

Dengan memanfaatkan berbagai 

macam Dashboard E-System, 

DJP Online dan website sebagai 

media penyebaran informasi, 

serta kemudahan akses di mana 

dan kapan saja. 

3. 

Bagaimanakah respon Wajib Pajak 

melihat pelaksanaan sistem 

perpajakan tersebut? 

Wajib Pajak sangat puas terhadap 

layanan yang diberikan oleh DJP 

khususnya tahun 2018 hingga 

tahun 2022, yang dilihat dari 

macam-macam Indeks. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil kajian atas penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa E-System KPP Pratama Balikpapan berpusat pada dua sisem, 

antara lain DJP Online yang dikhususkan bagi Wajib Pajak dan sistem tersendiri 

yang dikhususkan bagi petugas pajak. 

Lalu KPP Pratama Balikpapan Barat Dengan memanfaatkan berbagai 

macam Dashboard E-System, DJP Online dan website sebagai media penyebaran 

informasi, serta kemudahan akses di mana dan kapan saja. 

Selanjutnya juga dapat disimpulkan bahwasannya Wajib Pajak sangat puas 

terhadap layanan yang diberikan oleh DJP khususnya tahun 2018 hingga tahun 

2022, yang dilihat dari Indeks Kepuasan Pelayanan, Indeks Efektivitas Penyuluhan 

dan Indeks Efektivitas Kehumasan 

5.2. Saran 

Untuk penelitian ke depannya, peneliti sarankan untuk melakukan 

penelitian ke instansi lain seperti perusahaan atau gedung pemerintah lainnya. 

Peneliti juga menyarankan untuk informan sebaiknya lakukan dengan yang sesuai 

dengan kapabilitasnya, jika dalam penelitian ini yakni Teknologi Informasi (TI) 

dalam perpajakan. Berkaitan dengan informan, untuk penelitian selanjutnya juga 

akan lebih bagus kalau informan yang akan diwawancarai oleh peneliti tidak hanya 

dari pihak Kantor Pajak, melainkan dari masyarakat juga sehingga jawaban antara 
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kedua pihak tersebut dapat dibandingkan dan mendapatkan pernyataan yang 

semakin baik ke depannya. 

Selain itu, sebaiknya dalam hal isu-isu perpajakan diperluas lagi, dan 

sesuatu yang sedang viral pada saat ini seperti misalnya PPS (Program 

Pengungkapan Sukarela), atau berkaitan dengan berita-berita kriminal yang 

berhubungan dengan pajak baru-baru ini. Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti 

untuk melihat keterkaitan antara tindak kejahatan yang dilakukan kerabat keluarga 

dengan tindak kejahatan yang dilakukan pejabat perpajakan dalam 

menyembunyikan aset-aset perpajakannya. 

Implikasi dari penelitian ini bisa terhadap semakin gencarnya teknologi-

teknologi di kehidupan manusia. Semakin majunya teknologi dapat berarti semakin 

berkurangnya campur tangan manusia yang dapat berdampak pada terciptanya AI 

(Artificial Intelligence)  yang semakin canggih dan menggantikan manusia dalam 

melakukan berbagai pekerjaan. 

5.3. Kendala Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Balikpapan Barat dengan fokus 

permasalahannya pada E-System, sehingga seluruh alur penelitian pun dilakukan 

dengan sistem tersebut. Beberapa kendala yang dialami oleh peneliti dijabarkan 

pada poin-poin berikut yang sebelumnya telah dijelaskan pada halaman 35: 

1) Keterbatasan informan, 

2) Keterbatasan waktu 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Transkrip Interview 

Transkrip Interview 

Berikut hasil transkrip interview berdasarkan rekaman suara pada HP pribadi 

peneliti: 

Bapak Akhmad Fauzan 

Di Kalimantan Timur ini, ada Kantor Wilayah, ada KPP Madya, dan ada KPP 

Pratama. Nah saat ini saya di Madya, Madya ini hanya ada satu di Balikpapan dan 

Wajib Pajak itu seluruh luas, seluruh wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Kalau 

yang Pratama Wajib Pajaknya hanya di kota, nah kalo Madya seluruh provinsi. Jadi 

Wajib Pajak yang ada di masing-masing kabupaten kota itu dikumpulin di Madya. 

Atau kalau kamu Pratamanya di Samarinda misalnya, ada 2 Pratama Hulu dan Hilir 

jadi mereka masing-masing per kecamatan. Jadi di Samarinda itu ada 6 Kecamatan 

misalnya, dibagi 3-3 nah gitu. Sedangkan Madya ini, di masing-masing Pratama 

sini kita ambilin. 

Jadi sistem yang ada itu sistem yang dibuat untuk wajib pajak. Jadi dimanapun 

wajib pajak berada dan siapapun dia pasti menggunakan sistem itu. Nah di satu 

pihak, bagi pegawai sendiri itu juga ada sistemnya. 

1. Iya betul, jadi saya pernah melaporkan pajak saya dengan menggunakan e-

system. Kalau tidak salah saya sudah menggunakan itu sejak tahun 2004-an 

ya saya menggunakan e-system. Saya selaku wajib pajak ketika sudah 
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menggunakan, pertama kali menggunakan melaporkan pajak menggunakan 

e-system kita tidak bisa lagi beralih ke manual, jadi harus e-system terus. 

Nah begitu juga dalam menghitungnya jadi langsung di sistem itu. 

Melaporkannya, menghitungnya segala macamnya di sistem itu. Jadi sistem 

itu berbasis website dimasukan di sistem di manapun kita berada, di 

manapun kita terdaftar, otomatis dia akan terlapor ke KPP di mana kita 

terdaftar. Misalnya saya berada di Samarinda, sedangkan saya terdaftar di 

Balikpapan, ketika saya membuka sistem itu otomatis laporan saya akan 

masuk di KPP Balikpapan meskipun saya berada di Samarinda. 

2. Nah jadi kalau pertanyaan kedua ini menurut saya itu kaitannya hubungan 

saya sebagai petugas pajak, nah kalau sebagai petugas pajak kita 

menggunakan sistem lain, bukan DJP Online. Jadi ada sistem lain yang 

digunakan pegawai petugas untuk mengetahui untuk membuka laporan 

wajib pajak. Jadi di sistem itu kita mengetahui laporan yang sudah 

disampaikan oleh wajib pajak melalui DJP Online tadi. Nah kemudian kita 

mempunyai sistem tersendiri yang bisa diakses oleh pegawai. Nah itu kita 

menarik data yang dilaporkan kemudian data-data itu kita hitung kembali 

apakah pelaporan itu sudah benar atau tidak. 

3. Kalau sebagai wajib pajak tentu sangat memudahkan, karena apa, karena 

meskipun saya berada di Balikpapan atau berada di Samarinda, tetapi 

dengan menggunakan sistem itu saya bisa melaporkan pajak saya di 

manapun saya berada tidak perlu datang ke kantornya. Kemudian yang 
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kedua, saya bisa melaporkan kapan saja selama 24 jam sepanjang bisa 

diakses oleh internet. Jadi sangat memudahkan sekali. 

4. Jadi selama Pandemi Covid kemaren kan kita tidak boleh datang ke kantor, 

secara bertahap pertama tidak boleh kemudian boleh. Jadi otomatis kita 

kemaren mengerjakan sesuatunya di rumah, dilakukan di rumah, begitu pula 

wajib pajak. Kita selaku wajib pajak tidak diperkenankan untuk datang 

langsung ke kantor pajak, semua pelayanan dilakukan melalui e-system. 

Jadi sangat memudahkan sekali. Jadi meskipun terjadi Pandemi, bisa 

berjalan sebagaimana mestinya karena semua sudah didukung oleh sistem. 

Jadi kalo memang jaringan lagi down, itu memang kita gak bisa ngapa-

ngapain. 

5. Iya sangat. Jadi di sistem itu baik DJP Online maupun website pajak semua 

informasi terkait peraturan perundang-undangan, kemudian terkait 

kebijakan-kebijakan perpajakan itu selalu di upload di website pajak, salah 

satunya di DJP Online. Jadi wajib pajak atau Masyarakat bisa secara 

langsung akses website pajak. Sehingga semua informasi yang ada itu dapat 

segera diketahui oleh Masyarakat. Sangat membantu sekali. Iya update, 

informasi selalu update setiap ada peraturan terbaru itu selalu di upload di 

website pajak. Nah begitu juga dengan informasi-informasi terkait layanan 

itu juga selalu update ada di website pajak. Layanannya segala macam itu 

semuanya ada di website pajak, salah satunya di DJP Online. 

6. Iya sangat membantu.  
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7. Seiring dengan berjalannya waktu, mungkin masih terdapat kekurangan-

kekurangan, salah satunya adalah ketika mau mendekati jatuh tempo 

pelaporan perpajakan, itu kadang-kadang jaringan lagi penuh-penuhnya itu 

kadang-kadang susah terkirim laporannya. Sehingga perlu diperbesar 

debitnya atau apanya gitu ya sehingga Masyarakat itu lebih cepat untuk 

dapat mengirimkan laporannya pada waktu-waktu tertentu mendekati batas 

akhir itu biasanya agak susah masuk laporannya. 

Bapak Alvin 

1. Oh baik. Pertama ya kalo terkait pelaporan, saya pernah melaporkan 

pelaporan perpajakan. Nah pelaporan perpajakan kalau ditanya sekarang ya 

pelaporannya online. Oke online, di online itu ada 2 metode pelaporan, 

pertama pelaporan mengenai PPN, kedua pelaporan mengenai PPh. Kalau 

mengenai PPh, itu kita laporin di DJP Online. Tapi kalau pelaporan PPN, 

itu kita melaporkannya di web e-faktur. Jadi dashboard nya berbeda ya bre 

ya. Oke terus ada metode pembayaran ya, kita menggunakan DJP Online. 

2. Tergantung bre, ini kaitannya tentang pajak kalau kita lapor ke pajak ya 

memang DJP Online, tapi kalau untuk perhitungan keuangan kita 

menggunakan sistem tersendiri bre, karna di DJP Online itu fokusnya hanya 

untuk pelaporan PPN dan PPh, sedangkan kita juga membutuhkan cara 

untuk perhitungannya, nah cara perhitungannya itu DJP tidak menyiapkan 

kita mencari sistem sendiri.  

3. Kalau untuk tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya ya sangat membantu, 

kenapa saya bilang sangat membantu karna kalau di tahun sebelumnya kita 
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pelaporannya manual. Harus antri harus menunggu dan butuh waktu 1 hari 

itu habis waktunya hanya untuk antri. Nah kalau sekarang, karna 

menggunakan sistem elektronik, kita tidak perlu menunggu dan mengantri, 

cukup 5 menit saja langsung dilaporkan langsung kita cek di kantor pajak. 

4. Oh kalau seingat saya bre ya, pelaporan secara elektronik ini dilakukan dan 

diterapkan sebelum pandemi covid dimulai. Jadi sudah ada elektronik bre. 

Adapun yang pertemuan langsung ke kantor pajak yang terkait tentang 

sengketa perpajakan, kantor ketemu tuh itu pun harus dibatasi oleh kaca, 

sekarang sudah normal kembali. 

5. Sangat memudahkan. 

6. Sangat membantu bre. 

7. Sebenarnya sih sosialisasi aja kepada seluruh pemangku, pemerintah terkait 

regulasi perpajakan untuk dapat memberikan edukasi yang layak kepada 

wajib pajak agar tidak terdapat sengketa perpajakan. Sengketa perpajakan 

itu terjadi karna ketidaktahuan wajib pajak terhadap kewajiban dan hak 

mereka sebagai wajib pajak. 

Lampiran 2. Coding 

Berikut hasil coding dengan membandingkan kedua jawaban informan: 

1. Apakah Bapak pernah melaporkan pajak di KPP Pratama Balikpapan Barat? 

Jika iya, menurut Bapak bagaimana KPP Pratama Balikpapan Barat 

memanfaatkan e-system dalam sistem perpajakannya? 
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Verbatim 
Kode 

Teknis 
Pemadatan Data 

Kode 

Substantif 

Pernah melaporkan 

pajak dengan e-

system. 

1.N1 
Pernah melaporkan 

pajak 
2.N1-A 

Tidak bisa beralih 

sistem ke manual. 

Harus dengan e-

system 

1.N1 Fokus pada e-system 2.N1-B 

Dan di manapun 

saya berada, ketika 

melaporkan maka 

laporannya akan 

masuk ke KPP 

Balikpapan. 

1.N1 Sistem terintegrasi 2.N1-C 

Pernah melaporkan 

pajak. 
1.N2 

Pernah melaporkan 

pajak 
2.N2-A 

Pelaporan sekarang 

online di DJP 

Online (PPh) dan e-

faktur (PPN). 

1.N2 
Berpusat pada pelaporan 

online 
2.N2-B 

 

2. Apakah dalam pekerjaan sehari-hari Bapak sering untuk menghitung 

ataupun melaporkan pajak? Di mana dan dengan apa biasanya Bapak 

melakukan aktivitas pajak tersebut? 

Verbatim 
Kode 

Teknis 
Pemadatan Data 

Kode 

Substantif 

Menggunakan 

sistem tersendiri 

khusus pegawai 

untuk memeriksa 

1.N1 
Menggunakan sistem 

tersendiri 
2.N1-A 
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keabsahan data 

wajib pajak 

Menggunakan 

sistem tersendiri 

untuk menghitung 

pajak 

1.N2 
Menggunakan sistem 

tersendiri 
2.N1-A 

 

3. Apakah E-System yang ada pada KPP Pratama Balikpapan tersebut sangat 

memudahkan Bapak dalam menuntaskan kewajiban perpajakan? 

Verbatim 
Kode 

Teknis 
Pemadatan Data 

Kode 

Substantif 

Sangat 

memudahkan 

karena bisa 

dilakukan di mana 

dan kapan saja. 

1.N1 Sangat memudahkan 2.N1-A 

Sangat membantu 

karena tidak perlu 

menunggu dan 

mengantri 

1.N2 Sangat memudahkan 2.N1-A 

 

4. Selama masa Pandemi Covid-19, seluruh aktivitas sangat terbatas. Ketika 

masa Pandemi Covid-19, apakah Bapak melaporkan pajak memanfaatkan 

E-System yang ada? 

Verbatim 
Kode 

Teknis 
Pemadatan Data 

Kode 

Substantif 

Semua pelayanan 

dilakukan melalui 

e-system. 

1.N1 Didukung oleh sistem 2.N1-A 
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Pelaporan secara 

elektronik sudah 

ada sebelum 

pandemi covid. 

1.N2 
Telah didukung oleh 

sistem 
2.N1-A 

 

 

5. Bagaimana dengan kebutuhan akan informasi perpajakan, selama masa 

Pandemi Covid-19, apakah E-System yang ada juga memudahkan Bapak 

dalam mendapatkan informasi perpajakan? 

Verbatim 
Kode 

Teknis 
Pemadatan Data 

Kode 

Substantif 

Sangat. 

Seluruh informasi 

perpajakan dan 

pelayanan 

perpajakan terdapat 

di website pajak dan 

di upload secara 

berkala 

1.N1 Sangat memudahkan 2.N1-A 

Sangat 

memudahkan 
1.N2 Sangat memudahkan 2.N1-A 

 

6. Secara keseluruhan, apakah menurut Bapak E-System perpajakan saat ini 

sangat membantu Masyarakat, termasuk Bapak sendiri dalam menuntaskan 

kewajiban perpajakan? Baik pada saat Pandemi Covid-19 maupun pasca 

Pandemi Covid-19. 

Verbatim 
Kode 

Teknis 
Pemadatan Data 

Kode 

Substantif 

Sangat membantu 1.N1 Sangat membantu 2.N1-A 

Sangat membantu 1.N2 Sangat membantu 2.N1-A 
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7. Menurut Bapak, apakah ada hal-hal yang perlu diubah dari E-System 

perpajakan saat ini? 

Verbatim 
Kode 

Teknis 
Pemadatan Data 

Kode 

Substantif 

Perlu memperbaiki 

server down dalam 

waktu-waktu 

tertentu 

1.N1 Perbaikan server down 2.N1-A 

Perlu memberikan 

sosialisasi dan 

edukasi kepada 

wajib pajak. 

1.N2 Sosialisasi dan edukasi 2.N1-B 

 

Lampiran 3. Catatan Khusus 

1. Menjaga protokol kesehatan, para pengunjung diharuskan untuk memakai 

masker, menjaga jarak serta menggunakan hand sanitizer sebelum 

menyentuh sesuatu, 

2. Dilarang kelas gratifikasi, pemberian imbalan dalam bentuk apapun atas 

pelayanan yang telah diberikan sangat dilarang pada KPP Pratama 

Balikpapan Barat, 

3. Semua pelayanan dilakukan secara online (melalui komputer), termasuk 

melakukan penerbitan surat izin penelitian, dilakukan melalui aplikasi 

perpajakan yakni DJP Online, 

4. Pelayanan CS (Customer Service) yang ramah dan cukup jelas dalam 

memberikan informasi yang dibutuhkan seperti cara melakukan penelitian 
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di KPP pratama Balikpapan Barat, termasuk sosial media KPP Pratama 

Balikpapan Barat tersebut, 

5. Informan terlihat antusias dalam memberikan informasi dengan 

memberikan informasi yang cukup rinci, 

6. Informan cukup terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi, 

7. Sistem pelayanan online yang cukup mudah untuk digunakan, 

8. Menyediakan CP (Contact Person) yang dapat dihubungi, 

9. Pemanfaatan email dalam memberikan informasi tambahan kepada peneliti 

terkait hasil interview dengan informan lainnya cukup membantu, 

10. Terdapat beberapa miss communication yang membuat peneliti harus 

menunggu cukup lama untuk dapat melakukan interview dengan informan, 

dan tidak ada informasi yang diberikan kepada peneliti bahwasannya 

informan yang telah ditetapkan oleh sistem berhalangan hadir dikarenakan 

sakit. 

 

 


